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BUPATI SIDOARJO 

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR~TAHUN 2001 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR 2 -TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

Menimbang 

Mengingat 

PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO 

--· 

BUPATI SIDOARJO 

: Bahwa dengan telah 
Kabupaten Sidoarjo 

disahkannya Peraturan 
Nomor 2 Tahun 2001 

Daerah 
ten tang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten 
Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 April 2001 Nomor 2 
Tahun 2001 Seri c, maka dipandang perlu untuk 
melaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Sidoarjo. 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
Pokok .Kepegawaian ; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ten tang 
Pemerintahan Daerah ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ; 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ten tang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. ~ 
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M E M U T U S K A N 

: KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG ~ PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 
NOMOR · ~ · TAHUN 2001 TEN,TANG PEMBENTUKAN DAN . SUSUNAN . 

x ; 
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATE" SIDOARJO PADA 
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo ; 
b. Bupati:, adalah Bupati Sidoarjo ; 
c. Dewan ' Perwakilan Rakyat · Daerah 

disingkat DPRD, adalah Dewan 
yang selanjutnya 

Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sidoarjo 

d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada 
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas 
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ·kebutuhan 

Daerah: ; ·· 
e. Sekretaris Daerah, · adalah 

Kabupaten Sidoarjo · ; 
Sekretaris Daerah ' .. 

f. Dinas , Daerah, adalah Dinas 
Sidoarjo. 

Daerah Kabupaten 

BAB II 

KEDUDUKAN·, · TUGAS POKOK -DAN FUNGSI 

· Pasal 2 

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial 
pelaksana· Pemerintah Daerah ; 

.l 

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimp~n oleh 
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

. I ... Pasal 3 

unsur 

Kepala 
jawab 

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah 
dibidang kesejahteraan sosial dan tugas pembantuan. 
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Pasal 4 
-~· ~ 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 
Kesejahte:raan Sosial mempunyai fungsi : 
a. Perumu8an perencanaan teknis, P8mbinaan dan - ... 1· 

bimbingan teknis bidang sosial ; 
~ 

b. Pelak~~naan pengawasan. pengendalian, rencana dan 
program pembangunan bidang sosial ; 

c. Penyusunan . ' program dan eva1uas1 pengelolaan data 
dan informasi di bidang sosial ; 

d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut 
kegiatan sosial dan kemasyarakatan ; 

e. Pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi 
terkait dan lembaga kemasyarakatan dal•m rangka 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pemberdayaan masyarakat. 
spirit~al, pembinaan generasi 
sosial~' lairinya ; 

pendidikan' mental 
. ! 

muda dan us.aha-usaha 

f. Melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan teknis 
dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial 
meliputi panti asuhan, panti rehabilitasi sosial 

• I 

dan lainnya yang ada k-aitannya dengan , kegiatan 
sosial kemasyarakatan ; 

g. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;' ,. 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

'1·. 
Bupati ·. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

oleh 

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial. terdiri dari : 
a. Unsur 'Pimpinan : Kepala Dinas ; 
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Kepala Bag ian Tata 

Usaha, terdiri dari : 

1. Sub' Bagian Umum ; 

2. Sub Bag ian Kepegawaian . .. 
3. Sub Bagian Keuangan. . 

c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri darl : 
1. Sub Dinas Bina Sosial, terdiri dari : ~ 

a) :Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosi.al ; 
b) Seksi Bina Lembaga Sosial ; 
c) Seksi Pengendalian Bantuan· Sosial dan 

Bencana. 
2. 'Sub Dinas Terapan Pelayanan SQsial ; terdiri 

I 1 

dar.i : 
a) .~eksi Kesejahteraan Anak dan kelua~ga ; 
b) Seksi Usia Lanjut dan Jompo. 

·-: ~--
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3 '. Sub. Dinas Rehabili tasi Sosial, terdi ri dari : 
a.) .- Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial ; . . . 

' b) ' ~eksi Penyantunan dan Penyandang C~cat. 
4. Su~ Dinas ·Pemberdayaan Perempuan, terdiri 

~ ~ 

~~ = ; ... 
a) Seksi Anal isa Kebijakan ' Pemberdayaan 

Perempuan ; 
b) · :Seksi Pembe rdayaan · Perempuan dan 

,Akti f Masyarakat. · 
d. Uni,t Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; ·~. 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Ba'gian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal 6 

). 

~ ., 
,I 

1 . :t··: . 

Per an 

KS.pala Dinas mempunyai tugas memimpin, 
melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam 
penyelenggaraan kegiatan kesejahte raan 'sosial. 

' I 
,,I 

Bagian Kedua 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 . 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan ' administ rasi · umum, perencanaan, 
kepegawai;an, keuangan, perlengkapan, ·: kerumah 
tanggaan, hukum, protokol, pemeliharaan dan 
penyusunan program se rta pelaporan . 

. • : 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugasnya , Bagian Tata Usaha 
mempunyai fungsi · • 
a. Melaksanakan koor'dinasi penyusunan, perencanaan 

dan program kerja Dinas ~ hubungan masyarakat, 
pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan ; 

b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan , ; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, 

urusan; rumah tangga,· perlengkapan, protokol dan 
surat 1nenyurat Dinas ; 

d. Melaksanakan tugas- tugas dibidang organisasi, 
ketatalaksanaan dan aktifitas peningkatan aparatur 

J ' 
o·~nas ; 

f 

e. Helaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
Kepal~ Dinas Kesejahteraan Sosial. 
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.! Pasal 9 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas · melakukan 
penyusun&Jl rencana. urusan surat menyurat. kearsipan, 
rumah _ tflngga. per'jalanan dinas. pengadaan dan 
pemeli~ar,ran serta laporan. 1 ~ 

1 
i 

. ' Pasal 10 

S~b Bagian Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan administrasi kepeg,waian. 

~ 

:? 
Pasal 11 

' 
Su~ Bagian Keuangan ·mempunyai t~gas 

a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun 
anggar~n ; 

b. Menyia'pkan usulan anggaran Dinas ; ,
1 

c. Mengelpla tata usaha keuangan dan . r pembukuan 
realisasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDinas, 
serta laporan pertanggungjawaban keuanga~ : 

d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, Penyelesaian 
tuntutan ganti rugi serta serta ·biaya-btaya lain 

... _..# 

sebagai pengeluaran Dinas ; 
e. Melaks~nakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala : Bagian Tata Usaha. r. 
~ 

; 
~~ 

' .. 

Bagian Ketiga 
j 

Sub Dinas Bina Sosial ! 
;.._ .. ,·,-

Pasal 12 

sup Dinas Bina Sosial mempuny~i tugas 
melaksana'kan · sebagian tugas Dinas Kesejahteraan 
Sosial dibidang bina sosial. 

. -~ Pasal 13 

Da;l.am melaksanakan tugasnya, Sub Di'nas 
Sosial mempunyai fungsi : 

Bina 

a. Menyu~un perencanaan serta pelaksanaan penyuluhan 
dan bi~bingan sosial ; 

b. Melaksanakan pembinaan dan latihan . sert~ bantuan 
kepada~ badan-badan sosial swasta dan · swadaya ., 
masyarakat ; 

c. Melaks~nakan koordinasi. 
~ ('' 

b4ntuan materiil dan 
bencana alam ; 

pembinaan serta ·_. pemberian 
moril terhadap korban 

. ·"'"~ .· 
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d. Melak$anakan ' · kegiatan bantuan 
sosiaf. bimbingan dan pembinaan 
kurang mampu ' ; 

~y 

'• .; ~~~ ,!{\~ •· 
~ ' .,. 
j 

<>"' • ! 

kesejahteraan 
bagi keluarga 

e. Mela'ksanakan· kegiat·an · bantuan kesej.ahteraan· sosial 
ter l')adap janda pahiawan bes e r ta ·putrar putrinya, 
perintis· kemerdekaan, pelestarian nt. lai-nilai 
kepahfawanan dan -kejuangan bagi generasi muda 
serta pemeliharaan TMP ; 

f. Melak$~nakan tugas-tu~as lain yang diberikan oleh 
Kepala· Dinas Kesejahteraan · Sosial. 

Pasal 14 

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan · Sosial, 
mempunyai tugas : 
a. Helaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial - untuk 

mengat.asi masalah-masalah sosial ; 
b. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk 

meng·ha~api perubahan ·sos i al dalam~ ·Usaha .memajukan 
' 

kesejahteraan sosial ; -
c. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial untuk 

menanamkan, membangkitkan, membina dan 'mengembang­
kan rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial 
masyarakat ; 

d. Membina dan · mengembangkan sumber-sumber ·daya 
potensi sosial dan lingkungan hidup untuk 
meningkatkan usaha- usaha pelayanan kesejahteraan 
sosial· ; 

e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan 
bagi· ·k.arang tlaruna. l ·embaga swadaya masyarakat dan 
pekerja sosial masya r akat ; 

f. Melaksanakan bimbingan dan pemberian bantuan bagi 
peningkatan ·usaha- usaha perbaikan perumahan 
pedesaan dengan sistem gotong royong. 

•· Pasal 15 

Seksi 8ina Lembaga Sosial, mempunyai Ltugas : 
a. Helaksanakan pengawasan dan pembinaa.n terhadap 

organisasi-organisasi s osial/LSM dan panti-panti 
sosial: ; 

b. Menyel'enggarakan · · · r e gistrasi dan 
organisasi-organisasi sosial/LSM 
·sosial' ; 

• .identi fikasi 
>dan · panti ,. . 

c. Hembina dan mengembangkan hubungan -kerjasama 
I 

ahtara; organisasi - organisasi sosial dengan 
pemerintah ; 

d. H~nyelenggarakan bimbingan dan pelatihan bagi 
pekerj~ sosial ; 

;, 
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e. Membina dan mengembangkan daya dan potensi sosial 
serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan 
usaha 'kesejahteraan sosial. 

" I Pasal 16 

' 
s J ksi ~engendalian 

mempunyai1 tugas : 
Bantuan Sosial dan Bencana, 

a. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan ' pembinaan 
~· serta pengendalian penyelenggaraan bantuan dan 

pembihaan korban bencana alam, korban : kekacauan .. ~ 

dan pe~derita akibat musibah lainnya ; ' 
b. Mengadakan usaha rehabilitasi sebagai ~elanjutan 

dari asistensi sosial untuk memulihkan kehidupan 
masyar-~kat yang tertimpa bencana ; 

c. Menyalurkan para korban bencana alam pada proyek-
' . proyek pembangunan ba1k yang bersifat lokal mupun 

pusat ; t 

d. Menyelenggarakan bimbingan, pemberian i 
serta " pengawasan terhadap pelaksanaan 
kesejahtera·an sosial bagi keluarga kurang 

e. Menyel.enggarakan kegiatan pemberian 
kesejahteraan sosial bidang kepahlawanan : ; 

bantuan 
bantuan 

mampu ; 
bantuan 

f. Memimbing, membina serta mengendalikan u'aha-usaha 
pengumpulan dan penggunaan dana dan sumbangan 
sumban.gan sosial ; .; 

g. Meneri~a. menampung serta menyalurkan segala dana 
bantuan sosial ; 

h. Mengadakan ' pengawasan serta memr:)ersiapkan 
periji:1nan dalam usaha mengumpulkan : dana bantuan 
sosial~ · ' . 

i. Mengad~kan pengawasan, bi mbingan, pembinaan dan 
penge~bangan serta kerjasama dengan bad.n sosial 
swasta'- yang menyelenggarakan usaha pembi:naan dan 
pengembangan usaha pengumpulan dana. ~ 

Bagian Keempat .• 
.{ 
·.· 
~ Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial 

Pasal 17 
Sub Dinas Terapan Pelayanan 

tugas melaksanakan sebagian 
Kesejahteraan Sosial bida ng terapan 

. ,.• 

, ~ -~· l : : .,i 

Sosial, 
tugas 

. mempunyai 
Dinas 

pelayanan sosial. 
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Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugasnya . Sub 
I, 

Dinas 
Terapan Pelayanan Sosial, mempunyai fu~si : 

~~ .... ~- ~· 

a. Menyusun nencana sosial yang meliP,uti ~ anak-anak 
.<. ~ ;. 

terl~ntar, ~anak-anak yatim piatu, ariak-a~ak putus 
'~ ~ (. 

sekol~h. usia lanjut dan jompo terlantar serta 
masalap daiam kehidupan sosial lainnya ; ~ 

b. Menye~~nggarakan rehabili tasi sosi<U ~gi bekas 
narapidana dan bekas anak negara ; 

c. Menga~kan pelayanan sosial dalam : bentuk 
penye~enggaraan panti sosial ; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepal~ Dinas Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 19 

Seksi Kesejahteraan . { . 
mempunya1 tug~s : 

Anak dan 
' ,, 

: 
:, Keluarga, 

I' 

a. Mengad~kan usaha-usaha perlindungan kepada anak-
anak y~tim dan anak- anak terlantar ; 

b. Mengadakan usaha-usaha penyantunan bagi ·: anak-anak 
terla~~ar, anak-anak keluarga tidak mampu, anak 
yatim _~ r:>iatu, anak-anak cacat mental dan cacat 
sosial serta anak rawan putus sekolah ; · 

• < 

c. Mengadakan usaha-usaha dalam pemungutan anak 
sebaga~ anak angkat atau adopsi anak ; 

d. Mengad~kan usaha-usaha dalam penempatan anak dalam 
asuhan keluarga/orang tua asuh ; 

e. Mengelpla panti sosial anak yang diserahkan dan 
; 

mendirikan/membangun panti sosial anak ~ru. 
~ 

Pasal 20 

Seksi Usia lanjut dan Jompo, mempunyai tugas : 
a. Menyelenggarakan bimbingan dan pemberiam bantuan 

kesejahteraan sosial terhadap usia lanjut dan . ' ·,, JOmpo ; 
b. Menyei:~nggarakan bantuan pelayanan so$ial bagi 

para ~ompo ·dalam bentuk panti dan non paoti ; 
c. Menyel~nggarakan pembinaan dan bimbingan serta 

bantu~p bagi perkumpulan usia lanjut I karang 
werda. ~. ·l 
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Bagian Kelima .'t 

• . 
! 

Sub · Oinas Rehabilitasi Sosial 

Pasal 21 -:~~ 

s~t Dinas Rehabilitasi Sosial, mempu~yai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Oinas Kesejahteraan ,, 
Sosial bipang ·rehabilitasi sosial. 

Pasal 22 

'· 

. -~ 
~\ 

Daiam melaksanakan· tugasnya, Sub Dinas 
~ 

Rehabilit~si Sosial, mempunyai fungsi : 
a. Menyu~un rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi 

sosial" yang meliputi ge l andangan .dan •pengemis, 
orang : tua terlantar, penanggulangan dan 
rehab~~itasi kemaksiatan. anak nakal~ korban 
narkotika dan bekas hukuman serta orang-orang 
cacad ~an anak jalanan ; 

b. Menyel~nggarakan bim~ingan dan pembinaan bagi 
waria dan bekas korban kekerasan ; 

c. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh 
l· 

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 23 
·' ' 

Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial, 
' mempunyai• tugas : 

a. Membet~kan bimbingan 
keluar~a-keluarga yang 
hambatan sosial ekonomi ; 

dan pembinaan ~ kepada 
mengalami masalah atau 

b. Melaksanaka'n 
I 

permas~lahan 

rehabilitasi 

usaha-usaha pencegahan . timbulnya 
tuna susila. mengadakan bimbingan dan 
sosial baik melalui sistem panti 

maupun' non panti sosial ; 
c. Menyelenggarakan panti persinggahan atau 

penamp~ngan sementara bagi orang-orang yang karena 
·~ 

sesuatu hal terlantar ; 
d. Memberl kan bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi 

r 

sosial~ terhadap pa r a gelandangan, pengemis dan 
orang ·. terlantar melalui panti sosial yaitu panti 

~ 
karya ~ serta penyalurannya ke dalam masyatakat. 

' . : 
\' 

Pasal 24 

Saksi Penyantunan dan Penyandang Cacat, 
d .• ~ mempunyal.·.; tugas : 
' .· a. Melak$anakan register dan identifikasi dalam 

rangka pengumpulan data dan pencatatan para 
penderita cacat ; 

.· . . ' 
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b. Menyel"nggarakan usaha rehabilitasi dan pelayanan 
serta , bimbingan sosial bagi pender.ita c ' cat yang .. 
meliputi cacat tubuh, cacat netr+. cacat 
~icads'/rung'u dan bekas penderi ta penyak·i i kronis ; 

c. Mengusahakan adanya loka bina , karya untuk 
menaJD~ng penderita cacat yang telah ? selesai 
mengi~ti l :atihan ketrampilan dari pusat·t latihan ; 

·) 

d. Member~kan 1bimbingan dan pembinaan terhadap usaha 
" I 

pengembangan para penderi ta cacat ; .~ 

e. Mengad~kan kerjasama dengan badan sosial s~asta 

yang ada kaitannya · dengan usaha r~habilitai 

penderita cacat. 

·i 
Bagian Keenam 

·1 

'·" ,'i .. 
- l ~ 
·~ Sub ' Dinas Pemberdayaan Perempuan ? 

'~ .,. 
r 

Pasal 25 
" :~ 

Sub Dinas Pemberdayaan PerempOan, ·mempunyai 
tugas mel~ksanakan ·sebagian tugas Dinas Kesejahteraan 
Sosial bi~ang pemberdayaan perempuan. 

' . ·Pasal 26 '• .! 

' Dalam melaksanakan t ugasnya, Sub Dinas 
' ' Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi : ~ 
• 

a. Melaksanakan pendataan dalam rangka ; penetapan 
kebijaksanaan di bidang pembangunan dan .. 
pemberdayaan perempuan ; 

b. Menyusun dan pelaksanaan program :· rintisan . . ~ 

pember·f1ayaan perempuan dalam rangka kesetaraan 
martabat, kedudukan, keadilan hak asasi dan .. 
kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan ; 

c. Melaks~nakan koordinasi dalam rangka pSningkatan 
partisipasi masyarakat dalam upaya ~ngelolaan 
kemajuan perempuan ; 

d. Melaksanakan evaluasi kebi jakan dan P&mantauan 
' pelaksanaan program dan perkembangan pembangunan 

pemberdayaan perempuan ; ... 
e. Melak5anakan tugas-tugas l ain yang diberikan oleh 

Kepal~ Dinas Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 27 

Set<si Analisa Kebijakan 
Perempuan, mempunyai tugas : 

' ., 

' I 

Pemberdayaan 

a. Mengumpulkan dan mengolah data s~rta informasi 
I ~ • • • ' 

pe~bangunan dilihat dan. perspekt1f J&nder dan 
kesenjangan kedudukan laki-laki dan pere~puan ; 

b. Menganalisa data tentang perkembangan ik~im sosial 
budaya. kedudukan dan peranan perempuan. , 
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11 
Pasal 28 

Sa~si Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif 
Masyaraka·t. mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan . bahan penyusunan da11 ~laksanaan 

prograln :.rintisan pemberdayaan , perempuan. 
~ i 

organisasi .parempuan dan aktivitas lanjut ; 
~ . 

b. Menyebarluaskan informasi. promosi. edukasi dalam 
upaya pengembangan kesadaran dan keadila~ ; 

c. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif 
masyar~kat 
pemampllan 

' perempuan ; . 
serta organisasi perempuan dalam 
kelembagaan pengelola kemajuan 

d. Menyia:pkan · bahan dan malakukan 'hubungan kerja 
dengan instansi terkait. lembaga swadaya masyaraka 
yang ' inendukung kemajuan perempuan dal~m rangka 
pembe~payaan dan kesetaraan. 

' ... 
I 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana T~knis Dinas 

Pasal 29 '· 

• 
(1) Unit -: Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ada~ah unsur 

Sosial 
tugas 

pelak~ana teknis Dinas Kesejahteraan 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
Dina~ dibidang pelayanan umum ; 

i 

(2) Unit · ~elaksana Teknis Dinas (UPTD) dipi~pin oleh 
seorahg Kepala. berada dibawah dan b8rtanggung 

' jawa~ kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 
dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat 
di wi.layah kerjanya. 

· ·~ 

' ' . , 

/ 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional' 

Pasal 30 
.. 
' )., 

Ke)..ompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksana~an sebagian tugas Dinas · Kes~jahteraan 
Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan . 

· : ~ 
Pasal 31 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
' sejumlah d~lam, pasal 30 terdiri dari tenaga • 

dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat 
diba~ii. berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya ; 

·• 
;i 
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(2) 'Kelo!Ji.pok J'abatan Fungsional sebagaimana · dimaksud 

dalamj ayat (1). dikoordinasikan : oleh seorang 
tenaSi~ ·"fungsional senior yang . ·.:·di tuttj uk dan 

bertahggungjawab ·kepada Kepala Dinas ; .t 
-_:;[' . . . . .; ~ 

(3) J'uml~ J'~batan Fungsional sebagaimana ~T dimaksud 
If·~ . ... j". 

dalam: ayat (1). ditentukan berdasatkan '· kebutuhan 

dan ti_rban ·'kerja ·; 
i • 

, . 
(4) J'eni~ dan jenjang jabatan fungsional s~bagaimana 

dimaK:Sud dalam ayat (1). diatur dengan peraturan 
< 

perun~ang-undangan yang berlaku. , , .• ·f. 
)' 
), 

' \--

BAB IV fi' 
.l ! 

'¥' 
~ 

KETENTUAN PENUTUP · 1 i; 
j~ 

Pasal 32 j 
l 

(1) berlaku sejak tanggal ditetapkan ; 
·, I 

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembar.an Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 
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Ditetapkan di S I D 0 4 R J' 0 
pada tanggal ~ . ' Me;! ~-' 2001 
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